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Uahwa scbagai pdaksanaan l.~tcmuan P;tsal 4 Peraturan Dacrah Kabupaten 
Sidoarjo Nomor I Tahun 2004 t~ntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tuhun Anggaran 2004, maka pcrlu m,·nctarkan Kcputusan Bupali Sidoarjo 
tcntang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Bc1anja Daerah. 

I. Undrulg-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pembcntukan Daerah· 
Dacrah Kabupatcn Da1am Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tcntang Pcrubahan Uatas Wi1ayah Kotapraja 
Surabayo dan 1Jacral1 Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 19, Trunbahan Lcmbaran Ncgara Nomor 2730); 

2. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
. (Lcmbarnn Negara Tahwl 1985 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Ncgara 

Nomor J312) Sebagaimana Tdah Diubah Dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 1\cgara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 3569); 

J. Unuang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Dacrah dan Rctribusi 
Dacrah (l.cmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Trunbahan Lembaran 
Ncgara Nomor 3685) Sebugaimanu Ta1ah Diubah Dcngan Undru1g-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 1\egara Tahun 2000 Nomor 246. 
rambahan Lembaran Ncgara Nomur 4048); 

4. Undang-Undru1g Nomor 21 Tahun 1997 tcntang Bca Perolchru1 Ilak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Ncgara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentrulg Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Trunbahru1 Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tcntang Pcrimbangan Kcuangan 
Antura Pcmerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara T ahun 1999 Nomor 
72, Trunbahan Lembaran Ncgara Nomor 3848); 

7. Undang-Undru1g Nomor 25 Tabun I 999 ten tang Perimbangan Kcuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tan1bahan Lcmbaran Negara Nomor 3848) ; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bcbas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negura Tahun 1999 Nom or 75, Trunbal1a11 Lcmbaran Negara Nomor 3851) ; 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 temang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952) ; 
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I 0. Peraturan Pcmcrintah Nomor I 0-1 fahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Ncgara Tahun 2000 Nomor 4021, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3226) Sebagaimana Teluh Diubah Dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, 
Tambahan l.cmbarnn Negnra Nomor 4165) ; 

II. Peraturan Pcmerintah Nomor I 05 Tahun 2000 ten tang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 20 I. Tam bah an Lembaran !'\egara Nomor 4021) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 l\omor 204, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4024) , 

13. Pcraturan Pemcrintah Nomor I 08 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
209, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4027) ; 

14 Peraturan Pcmcrintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala Daerah (Lembaran Ncgara Tahun 2000 
Nomor 210. l'umbahan Lcmbaran Negara Nomor 4028): 

15. Peroturan Pcmcrintah Nomor II 0 Tahun 2000 tentang Kcdudukan Kcuangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Ncgara Tahun 2000 Nomor 
211, Tambnhan lcmbaran Ncgara Nomor 4029): 

16. Pcrmuran Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2001 tcntang Pajak Dacrah 
(Lembaran Ncgara Tahun 200 I Nornor I I 8, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138); 

17. Peraturan Pcmcrintah Nomor 66 J'ahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lcmbaran Ncgara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4 1 39) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor I I Tahun 2002 tentang Pokok· 
Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 

·J I Seri C) ; 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 1'\omor I Tahun 2004 tentang 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lcmbaran 
Dacrah Tahun 2004 Nornor I Seri C) ; 

20. Kepurusan Mentcri Dalan1 Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanggungja\.\'3 ban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta 
Tata Cam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pclaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggardll Pcndapatan tLtn Belanja Daerah. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TEJ'\TANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2004. 

Pasal I 

aran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2004 terdiri alas : 
Pendapatan 
a Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Peri mhru1gan 
c. Lain· Lain Pcndapatan Y ru1g Snh 

Rp I 09.221.74 1.360,00 
Rp 456.290.437.500,00 
Rp 20.180.000.000,00 

Rp 585.692.178.860,00 
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2. Belanja: 
APARATUR DAERJ\H 

a Belanja Administrasi Umum Rp 88.177.135.897,04 
b. Bclanja Opcrasi dan Pemeliharaan Rp 20.309.483.125,00 
c. Bclanja Modal/Pembangunan Rp 8.427.294.225,00 

PELA YA'\IA1'-. PUBL1K 
a Be1anja Administrasi Umum Rp 316.675.195.879,96 
b. Belanja Opcrasi dan Pemeliharaan Rp 53.872.531.290,00 
c. Belanja \1odal Rp 61.254.159.650,00 
d Belanja Bagi Hasil dan Bamuan Rp 80.073.239.089.00 

Keuangan 
e. Be1anja lidak Tersangka Rp 11.200.000.000.00 

J. Pembiayaan . 
a. Penerimaan 
b. Pengcl uaran 

Ddisit 

Rp 59.296.860.296,00 
Rp 5.000.000.000.00 

Pa.~al 2 

Rp 116.913.913.247,04 

Rp 523.075.125.908,96 
Rp 54.296.860.296,00 

Rp 54.296.860.296,00 

PcnJabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah scbagaimuna dimaksud dalan1 Pasal I dirinci 
lebih lanjut pada lamp iran I dan II Kcputusan ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tcrscbut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan 
101.-

Pasal 4 

Keputusan ini mulru berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 
Januari 2004 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Keputusan ini dengrul 
penempatannya dalam Lcmbaran Daerah. 

f'\11 ' 

Ditetapkan di S I D 0 A R J 0 
pada langga1 30 Januari 2004 

H. WIN HENDRARSO 


